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Abstrak
 

Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk di mana

terjadi permasalahan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang menyebabkan proses pengajuan

permohonan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi

terhambat. Permasalahan lain yang muncul adalah akta perubahan anggaran dasar dan perubahan data

perseroan yang diajukan pada kasus tersebut didasarkan pada RUPS fiktif dan memuat keterangan-

keterangan palsu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga kemudian notaris dilaporkan ke

Pengadilan dengan dugaan memasukkan keterangan palsu berdasarkan Pasal 266 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan

pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis.

 

Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebuah sistem berbasis online memanglah rawan

terjadi permasalahan, contoh tidak dapat diakses dan menjadi objek tindak pidana korupsi sebagaimana

kasus yang menjadi objek penelitian. Hal tersebut dapat memberikan akibat hukum terhadap akta yang tidak

dapat diajukan karena telah kadaluarsa, penerbitan SK Menteri yang tidak dapat dilakukan, dan juga akibat

hukum terhadap notaris yang tidak menjalankan jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

sehingga dijatuhi sanksi pidana penjara dan pemberhentian secara tidak hormat. Saran yang dapat penulis

berikan adalah notaris harus berani dan tegas menolak segala sesuatu yang didasarkan atas kepalsuan dan

kebohongan. Oleh karena itu, notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan-ketentuan terkait

tugas, kewenangan dan kewajibannya sehingga terhindar dari permasalahan.

<hr />This thesis discusses the Decision of Palangka Raya District Court No. 69 Pid.B 2016 PN.Plk where

there is legal problem in the Administration System of Legal Entity causing the process of submitting

application of decision letter of Minister of Justice and Human Right of Republic of Indonesia to be

obstructed. Another problem that arises are the deed of amendment to the articles of association and changes

in the data of the company filed in such cases based on fictitious General Meeting of Shareholders and

contains false statements that are not in accordance with the actual fact so that the notary is then reported to

the Court allegedly entering false information based on Article 266 of the Criminal Code. The research

method used is normative juridical research method with qualitative and analytical descriptive approach.

 

The conclusion that can be taken in this research is an online based system is indeed prone to problems,
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examples can not be accessed and become the object of criminal acts of corruption as the case of the object

of research. It may give legal consequences to the deed which can not be filed due to expiration, the issuance

of the Ministerial Decree which can not be made, and also the legal consequences of a notary who does not

carry out his her position in accordance with the provisions of the law so as to be subject to imprisonment

and dismissal sanctions . Suggestions that writers can give are notaries must be brave and firmly reject

anything based on falsehood and lies. Therefore, a notary needs to apply the principles of prudence and the

provisions related to duties, authorities and obligations so as to avoid problems.


